PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
MOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG
IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BARANG BURUNG WALET
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,
Monimbang:

a bahwa dalam upaya peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
dari sekior Pengelolaan dan Pengusshaan Sarang Eurung Waiet di
Kabupaten Aceh Tamiang, maka dipandang peru adanya sustu kebijakan
Dasrah untuk mengstur pamungutan Pajak Pengsiolaan dan Pangusahaan
Sarang Burung Walet di Kabupaten Aceh Tamlang,

b, bahwa untuk maksud fersebut dan untuk meningkatken Penerimaan
* Pendapatan Asli Daerah yang merupakan tolok ukur keberhasilan
pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupatan Aceh Tamiang, maka pesu
E taia cara jutan Pajek F dan
Sarang Burung Walet agar pelaksanaan tugas pemungutan secara opli-
mal yang tebih berdayaguna dan berhasilguna;

c.  bahwa untuk meksud tersebut peru menetapkan dalam suatu Qanun.
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Mengingat

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
{Lembarén Megara Republik indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208},

tindang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahzn Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Momor 80, Tambahan
Lembaran Magara Republik Indonesia Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ter q
Pemeriniai Pusal dan Daetah (Lembaran Negara Republitc indonasia Tahun
1999 Nemo: 72, Tar ! Republik indones

Undang-Undang Nomor 34 Talun 2090 tenteng Pajak Dasrah dan Aetribusi
Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonbsta Tahun 2000 Momor 246,
Tambahan Lembaran Negara Repubiil Indoresia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomil Khucus bagi
Provinei Dasrah Istimewa Aceh sebagal Provins! Nanggroe Aceh
Darussalsm (Lembaran Megara Aepublic Indonasia Takun 2301 Momor
114, Tambzhan Lembaran Negara Republk indonasia Momor 4151);

Undang 9 4Tehun200 mber Acsh
Barat Daya, Kabupaten Gayo Luss, Kabupaler Aceh Jeya, Kabupaten Ragan
Faya dan Kabupatan Aceh Tamiang i Provins Nanggroe Aceh Darussaiam
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2002 MNomor 17, Tambahan
Lombaran Negara Rapublik indonssia Nomor 4178);

Peraturan Pemerintat Notor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pi It i jai Daerah Ctonom (Lembarar
NegaraFeepuhitkIndmes\aTahuwDoDNamcrﬂz Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3883);

Paraturan Pemerintat. Nomer 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republk indonesia Tahun 2001 Nomar 1 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesis MNamaor 4138);

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Momar 44 Tahus 1998 tentang




Tehnik Penys Paratran P ng-tmnd dan bantuk Ran-
cangan Undang-Undang, Aancangan Peraturan Peme‘miahdmﬁancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Fepubiik Indonesia Tahun 1000
Nomor 70, Tdnbahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4

10. Keputusan Manterd Datam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik
Panyusunan dan iaisrl Muzian Produk-Produk Hukurs Daerah,

1. Kepliusan Gubemurf'rovinel Manggroa Aceh Daruissalam Narmor 09 Tahun
2003 teniarg Penyersgaman Penysbutan Peralimn Dasiah Manjadi
Qanun (Lembaran Dasrsh Frovinst MNanggroe Acsh Darsssalem Tanun
2063 Nomor 8 Seri € Nomor 55,

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGEH TAMIANG
DAN
BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN.
PENGUSAHAAN SARANG BURLING WALET,

BAB |
KETENTUAN Ukiuma
Pagai1

Dalam Qarnun ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Dasrzh Kabupaten Acsh Tamiang;
b. Pemerniah Daerah adaiah Bupatl besertn Perangkat Dasrah yang lain
sebagai Badan Exsekulit Daerah;
¢. Bupati adafah Bupati Aceh Tamiang;
4. Sarang Burung Wealet adalah Sarang Buntng Walst yang terdspai dalam
gua-gue afaw tempat parangkaran yang ada dalam Dacrah;




Lokasi adatah suatu kawasan dimana terdapat Sarang Burung Walet baiic
pada habitat alam maupun diluar habltat alami;

I. Penefiu Gua Sarang Burung Walet adzlah seseorang alau sekelompok
orang yang diketahui oleh Geuchil/Kepala Desa dan Cariat selempal dan
disahkan oleh Bupati;

5 . & g Walet
yang dikeluarkan oleh Bupati;
. Pengelolazn Burung Wale! adafah rangkeian pembinaan habitat dan
pengendatian popuiasi Burung Walet di habfiat alami dan dilvar habitat
= alami;
i Burung Walet kegiatan pent ]
Burung Walet di habitat atami dan diluar habitat atami;
Penangkaran Burung Walet adalzh usaha pengembangbiakan dan
pe Walet secara khusus diluar habitat alami;
Habitat Alami Burung Walet adalah Iingkungan tempat Burung Walet hidup
dan berkembang secara alami;
Diluar Habitat Alami Burung Walet adafah Tingkungan tampat Burung Walat
hidup dan barkembang yang di dengan systam pe i
. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan findung, hutan produksi,
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelastarian Alam;
n. Kawasan far: Alam adaiah gan cir khas t
o daraf maupu i i fungsi pei sislem pe-
nyangga kehidupan, i
serla secara lestan hayatf dan ekosistemnya;
. Kawasan Suaka Alarmn adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat
maupun di Perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwe serla ekosistemnya
vang juga berfungsl sebagal wilayah sistem penyangga kehidupar;
Kawasan Konservast adaiah kasrasan yang dilindungi dan dilestarikan;
Kawasan Kola dan Desa adafah kawasan Dangunan wmak dan -fadung
yang berada di psrkotaan dan pedesaan.

BAB B
LOKAS| SARANG BURUNG WALET
Pasal 2
{1} Lokasi Sarang Burung Wale! barada di :
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a. Habitat Alaml, dan
b. Difuar Hahitat Ala

(2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami msfipui -
a. Gua didalam kawasan hulan Negare;
b. Gua diluar kawasan hutan Negara, dan
¢. Bangunan atau tempat lain yang bukan milik perosangan atau
Badan Hukum,

{3} Sarang Burung Walet yang berada di luar habitat alami meliput bangurian,
rurnah dan gedung miik perorangan alau Badan Hukum.

Pasal 3

SBarang Burung Walst yang berada dihabitet alami maupun difear habitat alami
dintur dan diawas] oleh Pemerintah Deerah.

BAB HI
PERIZINAN
Pagal §
(1) Setlap erang atau Badan Hukum yang mengelola dan mengusahakan
ng Burung i
di habilat alami ipun diuar habit t i i Bupatl;

(2} lzin sebagsimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diberkan setelah mehmasi
sumbangan wajib pinak ketiga kepada Pemerintah Daerah sebesar 10%
dari petensi dan memenuhl persyaratan-persyaratan Jan sesuai dangan
Peratuian Perundang-undangan yang beriaku;

(3) o Burung Walet di ioritasy  dan P Y
Dssa prioritas kedua untuk
persyaratan dan ketentuan Peraturen F‘emndar\g undangdn yang beraku;

{4} Khusus'untut l dan i Sarang Burung Wala! ciluar

habitat alami harus melangkapl lzin Gangguan (HO) dan Izin Mendirkan
Bangunan (IMB};




{5) Syarat ian izin i dimaksud pada ayat {1) pasafini akan
diztur lebin lanjut dengen Kepitusan Bupati,

Pasal 5

(1) 1zin sebagaimana tersebut pads pasal 4 ayat (1) diberikan u tk jangka
walkts 2 (dugy tahun dan dapat diperanjang Untuk tahun bariky ya spabiia
memenmhi persyaraten dan ketsnluan Peraturan Paranda Wg-undangan
yang berlaky;

& megang lzin yang malengoar katentuan dan syarak yaral dajam Surat
izin pengelolzan, pangusshaasnya dapa? dicabut | innys dan diwajibkan
mambayer denda 20% dari sumbangan wajib pinak ketigz dan distor
fangsung ke Kas Dasrah.

Pasal &

(1} Persyaratan hek pricrtas penasiolasn dan pengusahasn Sarang Burung
Waint dari Penemu Gua ataw Pemadniah Oasa bia disfitkan kepada pinsk
Isin harus mendapal perseltjuan Bupali sebelum mambuat perizniian
kerjasama dengan pihal kain tersebut;

(2) Bagi Ponemu Gua yang fidek meng T 2
Burung Walet diberikan hiasit gebanyak 10% darf jumiah patensi;

Feng

48} Untuk Gampong/Tesa yang kawssannya tesdapat Barang Burung Walst
diyar habiiat atami dibarikan hasil sebanyak 6% dad jumiah potensi.

BAB IV
TATACARA PEMANENAH SARANG BURUNG WALET
Pasel 7

{1} Satiaprencana p nan Szra; 1g Walel wajib secara |
tartulls kepada Bupatl; ¥ .

{2) Untuk meningkatian produidifitas dan menjags populast Buriing Walet,
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pemansnan Saraﬂg Burung Walet dilekukan dengan menaati hal-hal

sebagal berikut

a. Masa panan dilakukan selelah anak Burung Walet mqnmggakkan
sarangnya;

b. Sarang Burung Walet sedang tidak berisi iglur;

¢. Diakukan pada siang harf;

d. Tidak mangganggu Buning Walet sedang mengaram.

Pasal 8

Bupatiberhak melakyukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenenan dan
pemasaran Sarang Burang Walet

BABY
KETENTUAN PIDANS

Pasal &

an dalein Qanun ini dapal disncam pidana.
fing lama 6 {enam) bulan stau denda Rp! 5.000.000,- {ima
itz rupiaty cangan atay Bdak maampas barang tertentu untuk Dasreh,
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan ang berlaiw:

(2} Pelanggaran terhadap Qanu
Palanggaran.

ini adalat menpakan ‘ﬁndak Fidana

BAR ¥
KETENTUAN PENYIINKAR
Pasal 10

(1) Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pelanggaran ssbagaimana dimaksud
datam Qanunini selain dilakukan olsh Pejabat Penyidik Umum dapat juga.
dalakukan oleh Pejabat Fsgawsr Negen Sipli terfentu difingkungan

Daes dan dibeti
wawanang khusus sebaga| peny‘mk um-.‘k m.aknkar penyidikan tindak
pidana palanggaran;
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(2} Datam pelaksanaan tugas Penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Megsni
Sqm sebagalmana dimaksud pada ayat (1) pasal ini benvenang - .

a. Manerima, mencar, mengumpulken dan menelili keterangan atau
iaporan serta pengaduan seseorang tenteng adariya tindak pidana agar
keterangan atau laporan barkenaan dengan tindak pidana tersebut

menjadi lengkap dan jelas;

“b. Melakukan findakan pertama pada saat fu juga ditempat kejadian senia
meiakukan penyidikan;

c. i dan meminta tanda pengenal
tersangka;

d. behda atay

2. Mengambil sldxk jadi dan memotret seseorang;

1. Memanggil seseorang untuk didengar dan dipersa sebagaitersangka
atay saksi;

g Mentatangkan i dalam [

pemeriksaan perkara;
h. M i i etalah cuskup bukli atau peristiwa.
tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum
d\b&'ﬂﬁhul@ﬂ hal lersebut kapada Penuntut Umum, lersangka dan
keluas
Mengadakan findakan lain yang menurut ukum dapat dipertanggung-
Jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitzhukan

" v dan 1 hasTh penyldikannys kepada

Peaurtut Umum sasual dengan ketenfuan yang diaiur dalem Undang-
Undang Momor B Tahun 1881 tentang Hukum Acera Fidana.

BAB Vil
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal §1
Semua izin pengelolaan dan pengusahaan serta penangkaran Sarang Buning
Welet yang lslah dikeluarkan sebelum diundanglkannya Ganun Ini, selambat-

tambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Qansn Ini, maka
pelaksanaannya harus disesualkan dengan Ganun ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
i ! Pasal 12

|J Hal-hal yang belum diatur dalam Qanan ini sepanjang mengenal peraturan
| pelaksanaannys akan diatur lebih fanjut dengan Keputusan Bupati,

l) Dengan QGanun k g angan
, dangan Ganun ini, dmyaiakan tidak beraku lagi.

. Pasal 13
Bnun ini mulai pada tanggal di

Agar supaya seliap orang dapat mengetahuinya memerirtahkan
sngundangan Qanun inf dengan penempatannya datam Lembaran Daerah
abupaten Aceh Tamiang.

Ditslapkandi - Karang Baru

. feal Novsmbe(?ﬂGSM
Pada tanggal @ --m———eeeeesees
26 Hamadhan 1424 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF
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Dlundangkan di Kareng Baru
; 22 November 2003 M
Pada Tanggal - e
7 27 Rzradhan 1424 5

! SEKRETARIS DAERAH,
HABUPATEM ACEH TAMIANG

Dre, ISHAK DJUNED
Fambina Tk
i Nip. D10 035 253

LEMBARAR DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2002 NOMOR 8
SERIC
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